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Salah satu produk hukum yang dapat diharapkan bisa mendorong tercapainya 
masyarakat adil dan makmur adalalah Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Bagi 
Hasil Tanah Pertanian. Undang-Undang ini mengatur bagi hasil untuk kalangan petani 
pemilik dengan petani penggarap, yang diharapkan dapat terjalin suatu kerja sama yang 
dapat menguntungkan kedua belah pihak, berkaitan dengan penelitian ini pula penulis 
mengkhususkan sistem bagi hasil pertanian untuk  tanah bengkok. 
 Undang-Undang No 2 Tahun 1960 memandang perlunya suatu sistem untuk 
mengatur perjanjian bagi hasil tanah pertanian, yang dilakukan antara pemilik, yaitu 
orang atau badan  yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah dan petani, yaitu orang, 
baik yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian 
pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian 
Tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahui perkembangan status Tanah 
Bengkok di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak Setelah 
Berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil itu sendiri, 
secara akademis juga di harapkan hasil pembahasan ini dapat membantu perkembangan 
ilmu pengetahuan tentang Tanah Bengkok, dan juga bagi Kecamatan Demak Kota 
sebagai dasar pertimbangan dalam hal memberikan keterangan tentang Tanah Bengkok 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis 
empiris. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif analitis. 
Sedangkan metode penentuan sampel yang digunakan adalah non random sampling atau 
purposive sampling. Data yang dikumpulkan  melalui data primer (wawancara dan 
obserevasi) dan data sekunder (dokumentasi). Metode analisa data yang digunakan 
adalah analisa kualitatif 
 Adapun hasil dari penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian ini 
adalah, pelaksanaan sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Kalikondang Kecamatan 
Demak Kota Kabupaten Demak ini adalah bergantung pada masa tanam, masa tanam 
tanah pertanian dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ini terbagi menjadi 3 (tiga) masa tanam 
yang kesemuanya itu berbeda sistem bagi hasilnya, sedangkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi tidak dapat dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 
tentang Perjanjian Bagi Hasil ini adalah Masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan 
bagi hasil pertanian yang diatur dalam Undang-undang tersebut karena tidak adanya 
sosialisasi dari perangkat desa maupun dinas yang terkait dan kurangnya wawasan dari 
masyarakat karena rendahnya tingkat pendidikan 
 




One of legal products which may be wished to encourage the attained of fair and 
wealth people is Law Number 2 of 1960 about Agriculture Land Share-Profit.  
This law regulates share-profit (or loss) between owner-farmer with worker-
farmer, which is wished could realize a profitable cooperation for each of them, in 
relation with this research, author specified on agriculture crops sharing profit for 
bengkok (land for use of village employees in place of salary). 
Law number 2 of 1960 considering the necessity of such system that rules out the 
sharing profit agreement for agriculture land, which is conducted between owners, 
those are individuals or bodies under some right possessing land and farmer – 
people whomever have or have not land which his main working is administering 
land for agriculture usage. 
This research had purpose for knowing the Bengkok Status development on 
Kalikondang Village of Demak Sub-District, Demak Regency.  Since the Law 
Number 2 of 1960 about Agreement for Share-Profit per se be in effect, 
academically wished also this discussion may assisted the knowledge 
development about Bengkok Land, and for Demak Sub-District Municipal it may 
be used for consideration bases concerning information about Bengkok Land. 
Method that is used within this research was judicial empiric approach.  Its 
specification was analytic descriptive.  While sample determination methods used 
was non-random sampling, or known also as purposive sampling.  Data gathered 
through primary data (interview and observation) and secondary data 
(documentation).  Data analysis method used the qualitative analysis. 
Results obtained from this research were during its implementation, sharing-profit 
occurred on Kalikondang village of Demak Sub-District, Demak Regency was 
depended on the term of planting.  Agriculture land’s term of planting for 1 (one) 
year divided into 3 (three) term of plantings, which all of them have dissimilar 
term of planting.  While factors which may cause Law Number 2 of 1960 about 
agriculture share-profit can not be realized were because people did not know the 
existence of such regulation, for socialization never conducted by any of village 
employee or related officials, and the less insight within community because their 
lower education. 
 





A.   LATAR BELAKANG PENELITIAN 
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 
17.508 pulau. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 
derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur 
timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. 
Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, 
sosial, politik, dan ekonomi. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil 
antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau 
itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi1.9 juta mil persegi. Adapun Lima 
pulau besar di Indonesia adalah :  
1. Sumatera dengan luas 473.606 km persegi,  
2. Jawa dengan luas 132.107 km persegi,  
3. Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas 539.460 
km persegi,  
4. Sulawesi dengan luas 189.216 km persegi, dan 
5.  Papua dengan luas 421.981 km persegi. 
Pulau-pulau Indonesia terbentuk pada jaman Miocene (12 juta tahun 
sebelum masehi), Palaeocene ( 70 juta tahun sebelum masehi), Eocene (30 juta 
tahun sebelum masehi), Oligacene (25 juta tahun sebelum masehi). Sehubungan 
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dengan datangnya orang-orang dari tanah daratan Asia maka Indonesia dipercaya 
sudah ada pada jaman Pleistocene (4 juta tahun sebelum masehi). Pulau-pulau 
terbentuk sepanjang garis yang berpengaruh kuat antara perubahan lempengan 
tektonik Australia dan Pasifik. Lempengan Australia berubah lambat naik 
kedalam jalan kecil lempeng Pasifik, yang bergerak ke selatan, dan antara garis-
garis ini terbentanglah pulau-pulau Indonesia. Ini membuat Indonesia sebagai 
salah satu negara yang paling banyak berubah wilayah geologinya di dunia. 
Pegunungan-pegunungan yang berada di pulau-pulau Indonesia terdiri lebih dari 
400 gunung berapi, dimana 100 diantaranya masih aktif. Indonesia mengalami 
tiga kali getaran dalam sehari, gempa bumi sedikitnya satu kali dalam sehari dan 
sedikitnya satu kali letusan gunung berapi dalam setahun.  
Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan filosofi dasar 
negara Indonesia yang berasal dari dua kata sansekerta, “panca” artinya lima, dan 
“sila” artinya dasar. Pancasila terdiri atas lima dasar yang berhubungan dan tidak 
dapat dipisahkan, adalah : 
1. Ketuhanan Yang Maha Esa 
2. Kemanusiaan Yang Adil Beradap 
3. Persatuan Indonesia 
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan 
5. Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia 
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Indonesia merupakan negara demokrasi yang dalam pemerintahannya 
menganut sistem presidensiil, dan Pancasila ini merupakan jiwa dari demokrasi. 
Demokrasi yang didasarkan atas lima dasar tersebut dinamakan Demokrasi 
Pancasila. Dasar negara ini, dinyatakan oleh Presiden Soekarno (Presiden 
Indonesia yang pertama) dalam Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik 
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejalan dengan keterangan diatas bahwa 
pulau Jawa ini menempati urutan kedua terbesar pulau-pulau yang ada di 
Indonesia dengan luas 132.107 km persegi, dengan beberapa kota didalamnya, 
dengan rutinitas yang berbeda pula. Struktur dari masyarakat yang berbeda ini 
menjadikan semakin eratnya Persatuan Negara Indonesia.  Dua faktor yang dapat 
menentukan struktur dari masyarakat itu sendiri adalah: 
1. Faktor Genealogis 
2. Faktor Territorial 
Dimana faktor geonologis  ini pada mulanya mempunyai dominasi yang sangat 
kuat sekali terhadap pembentukan suatu masyarakat  hukum adat karena pada 
umumnya adanya sutu hubungan darah antara satu dengan lainnya yang kemudian 
menjadi terkait dan terbentuk dalam suatu ikatan. Tetapi semakin luasnya 
hubungan antar suku bangsa, dominasi faktor geonologis  secara  sedikit demi 
sedikit mulai bergesar dan di ganti dengan faktor territorial yang merupakan 
faktor daerah wilayah yang paling menentukan bagi terbentuknya masyarakat 
hukum adat yang bersangkutan. Sehingga faktor tersebut akan menjadi jalin, 
menjalin dengan lainnya. Dengan perkembangan faktor  genealogis  masih 
memegang peranan yang cukup kuat maka timbullah masyarakat hukum adat 
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yang bercorak kebapakkan (patrilineal) atau bercorak keibuan (matrilineal), atau 
kombinasi antara keduanya (parental). Sedang dalam faktor  territorial di dominasi 
struktur masyarakat yang dapat berbentuk desa masyarakat wilayah atau berupa 
gabungan desa. Dari ketiga jenis masyarakat hukum adat tersebut semuanya 
berlandasakan pada faktor territorial, persekutuan desalah yang menjadi pusat 
pergaulan hidup sehari-hari. Desa yang sebagai bahan hukum berdiri sendiri, 
secara bulat atau sebagai bahan  persekutuan bawahan masuk dalam lingkungan 
suatu badan persekutuan daerah atasan atau yang mengadakan hubungan kerja 
sama dengan bahan persekutuan hukum setingkat untuk memelihara keperluan 
bersama yang tertentu  Kepala persekutuan atau lain pembesar hak atas tanah 
pertanian yang diberikan oleh persekutuan untuk memelihara keluarganya, tanah 
itulah yang disebut tanah bengkok, yang mempunyai hak atas penghasilan tanah 
itu, dan mempunyai hak mengeyam hasil tanah itu karena jabatannya, hak ini 
lazimnya disebut hak seseorang pejabat atas sebidang tanah. 
  Hal demikian ini dimiliki para pejabat desa, baik semasa aktif 
bekerja maupun setelah mendapat dipensiun untuk memangku jabatannya ataupun 
selama hidupnya (setelah dipensiun). Mengeyam penghasilan dari tanah atau 
sawah jabatan ini disebut “sawah carik” atau sawah kelungguhan. Tanah atau 
sawah jabatannya seperti tanah bengkok ini dijumpai ditanah batak yang disebut 
“Sabana Batak”, juga di Bali yang dinamakan “Bukti". Pendapatan dari hasil  
tanah bengkok ini tidak dengan otomatis digarap oleh para pamong desa sendiri, 
melainkan harus digarap dengan petani penggarap, oleh karena itu dalam prosedur 
penghasilan tanah bengkok ada suatu peraturan yang khusus untuk mengaturnya, 
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yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960  tentang Perjanjian 
Bagi Hasil Pertanian, yang mengatur perjanjian penguasaan tanah dengan bagi 
hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas 
dasar yanga adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para 
penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari 
penggarapan maupun pemilik itu sendiri.  
 Berdasarkan uraian dan ketentuan-ketentuan  diatas maka penulis 
ingin mengetahui bagaimanakah sistem bagi hasil  tanah bengkok di Desa 
Kalikondang Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak setelah dikeluarkannya 
Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil  Pertanian, 
karena alasan itulah penulis mengambil tesis dengan judul “SISTEM BAGI 
HASIL TANAH BENGKOK DI DESA KALIKONDANG KECAMATAN 
DEMAK KOTA KABUPATEN DEMAK SETELAH BERLAKUNYA 
UNDANG-UNDANG No. 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI 
HASIL” 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Tanah Bengkok di Jawa adalah pembagian dari tanah masyarakat yang 
diperuntukkan kepada gaji pamong desa. Asal usulnya mungkin berpangkal pada 
jaman raja-raja, pejabat desa tersebut mempunyai hak atas penghasilan tanah itu 
dan mempunyai hak mengeyam hasil tanah itu karena jabatannya. Hak demikian 
itu dapat dimiliki baik semasa masih aktif bekerja maupun setelah di pensiun. 




1. Bagaimanakah Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Tanah Bengkok di 
Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak 
Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang 
Perjanjian Bagi Hasil?  
2. Faktor-faktor  apa saja yang mempengaruhi masyarakat Desa 
Kalikondang Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak tersebut, 
sehingga tidak dapat melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil? 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Penelitian ini secara khusus dilakukan dengan tujuan untuk: 
1. Secara praktis nantinya supaya dapat mengetahui perkembangan 
status Tanah Bengkok di Desa Kalikondang Kecamatan Demak 
Kota Kabupaten Demak Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 
2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian bagi Hasil. 
2. Secara akademis di harapkan hasil pembahasan ini dapat 
membantu perkembangan ilmu pengetahuan tentang Tanah 
Bengkok. 
3. Bagi Kecamatan Demak Kota sebagai dasar pertimbangan dalam 






D. MANFAAT  PENELITIAN 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah  
1. Untuk mengembangkan penelitian melalui kegiatan penelitian 
2. Untuk menguji  kebenaran pengetahuan yang diperoleh di 
Perkuliahan, yang diharapkan dapat diketahui perbedaaan dan 
persamaan yang jelas antara peraturan yang ada dengan praktek 
pelaksanaannya. Selanjutnya  dapat dikembangkan guna memperoleh 
pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Sistem Bagi Hasil Tanah 
Bengkok antara petani penggarap dengan petani pemilik 
 
E. SISTEMATIKA PENULISAN 
Hasil penelitian yang diperoleh dan telah dianalisa, kemudian akan dibuat 
suatu laporan hasil penelitian yang sistematikanya adalah sebagai berikut : 
BAB  I  : Berisi tentang pendahuluan yang diawali 
dengan latar  belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat  
penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II  : Tinjauan pustaka, dalam bab ini menjadi 
acuan dari  bahan-bahan pustaka, khususnya 
bagi penyusunan tesis sesuai dengan garis 
besar penelitian dalam bab I mengenai 
   A. Tinjauan tentang Hukum Adat   
   A.1   Pengertian Hukum Adat 
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   A.2 Unsur-unsur Hukum Adat 
   A.3 Sumber-sumber Hukum Adat 
   A.4 Fungsi Hukum Adat 
  B.  Pola Pikir Dalam Hukum Adat 
  C. Faktor-faktor  yang mendukung adanya 
kepercayaan diantara para pihak 
  D. Perjanjian Dalam Hukum Adat 
  E. Tinjauan mengenai  Perjanjian Bagi 
Hasil Sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 1960  
    E.1 Pengertian Perjanjian Bagi      
                                                      Hasil 
    E.2 Subyek Perjanjian Bagi Hasil 
    E.3 Bentuk Perjanjian Bagi Hasil 
    E.4 Jangka Waktu Perjanjian  
      Bagi Hasil 
   E.5 Besarnya Bagian dalam 
Perjanjian  Bagi Hasil 
  E.6 Kewajiban Pemilik dan 
Penggarap dalam Perjanjian 
Bagi Hasil 
E.7 Hal-hal yang dilarang Dalam 
Perjanjian Bagi Hasil  
 9
E.8 Berakhirnya Perjanjian Bagi 
Hasil  
E.9 Wanprestasi dan akibatnya 
dalam Perjanjian Bagi Hasil 
BAB III : Metode penelitian, dalam bab ini 
menguraikan tentang metode penelitian yang 
menjelaskan tentang metode pendekatan, 
spesifikasi penelitian, metode penentuan  
populasi dan sample, teknik pengumpulan 
data, dan metode Analisis Data  
 
BAB IV  : Merupakan hasil penelitian dan pembahasan  
yang menguraikan pelaksanaan bagi hasil 
tanah bengkok antara petani penggarap dan 
petani pemilik menurut Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi 
Hasil (Studi di Desa Kalikondang 
Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak) 
dan juga faktor-faktor menyebab tidak 
berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil  
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BAB V   : Penutup, dalam bab ini terdiri dari 
kesimpulan yang    berkaitan dengan hasil 
penelitian dan pembahasan yang dilakukan 
disertai dengan saran-saran yang memiliki 
daya guna bagi   pihak-pihak yang terkait 
dalam perkembangannya mengenai status 







A.  Tinjauan Tentang Hukum Adat 
A. 1 .  Pengertian Hukum Adat 
Istilah hukum adat (adat recht atau adat law) pertama kalinya dipakai 
oleh seorang Belanda bernama Snouck Hurgrounce. Istilah "adat" yang berasal 
dari bahasa Arab "adalah" yang berarti kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam 
masyarakat. Konsep ini kemudian dikaji oleh Van Vollenhoven dalam 
penggunaannya, dan mendapat tempat di masyarakat luas. 
Definisi dari hukum, menurut Leon Duguit yaitu : 
Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, 
aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan 
oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama 
dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang 
yang melakukan pelanggaran.1 
 
 Di dalam masyarakat hanya dikenal kata adat saja. Tetapi istilah inipun 
sebenarnya berasal dari bahasa asing yaitu bahasa Arab. Istilah adat ini 
selanjutnya telah terserap ke dalam bahasa Indonesia. Adat apabila diterjemahkan 
ke dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan. Jadi secara sederhana istilah "Adat 
Recht" dapat dialihkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum kebiasaan.2 
                                                 
1  CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 
1983, hal. 36 
2  Sukirno, Eksistensi dan Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional, 
Majalah Masalah-masalah Hukum Nomor 11, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 
Semarang, 1994, hal. 3 
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Pengertian hukum adat diberikan rumusan yang berbeda-beda oleh masing--
masing sarjana. antara lain sebagai berikut : 
1.  Menurut R. Soepomo : 
 Hukum adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar adalah 
hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah Hukum Islam. Dimana dapat 
diketahui hal-hal yang nampak bahwa hukum adat adalah : 
a. Hukum non statutair, artinya tidak tertulis 
b. Unsurnya hukum kebiasaan dan hukum agama (Islam) 
c.  Hukum yang berdasarkan putusan hakim 
d. Hukum yang berurat akar pada kebudayaan tradisional 
e. Hukum yang hidup 
f. Hukum yang menjelmakan perasaan yang nyata dari rakyat.3 
2.  MM Djojodigoeno mengatakan bahwa : 
 Hukum Adat adalah hukum yang hidup. Yang dimaksud dengan hukum 
yang hidup adalah hukum yang dinamik, yakni hukum yang dapat : 
a. Mengikuti perkembangan masyarakat 
b. Menjelaskan segala keanekaragaman persoalan akan hak dan 
kewajiban dalam kasus yang sama jenisnya. 
3. Moch Koesno, mengatakan bahwa : 
 Hukum Adat dapat berubah-ubah selaras dengan perkembangan 
masyarakat dan rakyat sebagai pernyataan rasa keadilan dan kepatutan 
                                                 
3  IGN. Sugangga, Pengantar Hukum Adat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 
1994, hal. 9-10 
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rakyat, perkembangan adat sejalan dan cepat dengan perkembangan 
kehidupan rakyat dalam masyarakat.4 
4. Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul "Het Ada' 
Rech' Van Nederlandsch Indie " mengatakan bahwa : 
 Hukum Adat adalah hukum yang bersumber pada peraturan-peraturan 
yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat 
kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh 
kekuasaan Belanda dahulu.5 
 
A 2.  Unsur-unsur Hukum Adat 
Dalam pembentukan hukum adat, jelas didukung oleh unsur-unsur hukum 
adat itu sendiri yaitu : 
1. Unsur asli, yaitu berupa kekuasaan. Unsur ini merupakan unsur 
pendukung yang terbesar 
2. Unsur agama yang merupakan unsur kecil. 
      Surjo Wignjodipuro mengatakan bahwa hukum adat mempunyai dua 
unsur, yaitu : 
 a. Unsur kenyataan, bahwa adat itu ada di dalam keadaan yang sama 
selalu diindahkan oleh rakyat 
 b. Unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, 
dimana adat dimaksud menimbulkan adanya kewajiban hukum. 
                                                 
4  Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Alumni, 
Bandung, 1978, hal. 53 




A 3. Sumber-sumber Hukum Adat yaitu : 
 Sumber-sumber hukum adat adalah segala apa saja yang menimbulkan 
aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-
aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. 
 Sumber-sumber hukum adat tersebut adalah : 
 a. Perundang-undangan 
 b. Perjanjian-perjanjian 
 c. Hukum kebiasaan 
 d. Yurisprudensi 
 e. Doktrin.6 
Dalam hal ini perundang-undangan hukum di Indonesia dibagi dalam dua periode, 
yaitu : 
 1. Periode sebelum kemerdekaan 
  Pada periode ini terbagi dalam tiga zaman, yaitu : 
  a. Jaman VOC 
 Perundang-undangan yang mengatur hukum adat yaitu 
Kompedium Mog Harroer mengenai keperluan Landraad di 
Semarang tahun 1750 
  b. Jaman penjajahan Belanda 
 Perundang-undangan yang mengatur hukum adat adalah 
Indische Staatregeling yang terdapat dalam Pasal 31 IS 
                                                 
6  Sudargo Gautama, Hukum Internasional Indonesia, Alumni, Bandung, 1981, hal. 214 
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yang mengatakan bahwa Hukum Perdata Materiil orang 
Eropa berlaku asas Konkordansi  
  c. Jaman pendudukan Jepang 
 Perundang-undangan yang mengatur hukum adat adalah 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 Pasal 3 yang 
mengatakan : 
Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan 
undang-undang dari pemerintah yang dulu, tetap diakui sah untuk 
sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan ketentuan pemerintah 
militer. 
2.  Periode sesudah kemerdekaan 
 Perundang-undangan yang mengatur hukum adat adalah sebagai berikut:  
  a.  Undang-Undang Dasar 1945 
 Pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 mengatakan 
bahwa : 
Segala badan negara dan peraturan yang ada masih 
langsung berlaku selama belum diadakan yang baru 
menurut Undang-Undang Dasar. 
b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949  
   Pada Pasal 146 Ayat 1 dikatakan bahwa : 
Segala keputusan hakim harus berisi alasan-
alasannya dan dalam perkara hukuman harus 
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menyebutkan aturan-aturan hukum dan adat yang 
dijadikan dasar hukuman itu. 
c. Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 
Pasal 142 mengatakan bahwa : 
Peraturan undang-undang dan ketentuan tata 
usaha yang telah ada masih berlaku dengan 
tidak berubah sebagai peraturan-peraturan 
dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia 
selama dan sekedar peraturan dan ketentuan-
ketentuan itu tidak dicabut atau diubah oleh 
undang-undang dan ketentuan tata usaha 
kuasa Undang-Undang Dasar Sementara ini. 
   d. Dekrit Presiden 5 Juli 1950 
 Dengan berlakunya kembali UUD 1945 ini berarti 
pula bahwa Pasal II Aturan Peralihan akan berlaku 
kembali 
   e. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat    
    Sementara (MPRS) Nomor II/MPR/1960 
Terdapat dalam lampiran A Paragraf 402 mengenai 
garis-garis politik di bidang hukum secara singkat 
mengenai hukum adat sebagai asas-asas pembinaan 
hukum nasional. 
f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  
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    UUPA 
 Dinyatakan dalam Pasal 5 bahwa hukum agraria 
yang berlaku atas bumi. air dan ruang angkasa ialah 
hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan 
hukum nasional dan negara yang berdasarkan atas 
persatuan bangsa. 
g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-
Undang  
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok-
Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 25. Segala 
putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan 
dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu 
dari peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang 
dijadikan dasar untuk mengadili  
    h.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11  
 Tahun 1974 yang menetapkan Rencana     
 Pembangunan Lima Tahun Kedua 1974/1975-
1978/1979, yang merupakan bagian dari Pola Dasar 
Pembangunan Nasional yang sesuai dengan GBHN 
( Garis-garis Besar Haluan Negara). GBHN (Garis-
garis Besar Haluan Negara) menetapkan dua unsur 
pokok bagi pembangunan bidang hukum, yaitu, 
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Sumber tertib hukum negara, yaitu Pancasila 
sebagai landasan Pengarahan kebutuhan hukum 
sesuai dengan kesadaran hukum rakyat.7 
A.4. Fungsi Hukum Adat 
 Fungsi hukum adat adalah: 
 a. Sebagai pedoman, artinya pedoman yang akan diturut oleh setiap 
anggota masyarakat agar dapat bertindak, berbuat dan bertingkah 
laku sesuai dengan petunjuk-petunjuk hidup yang terkandung 
dalam hukum adat itu 
 b. Sebagai alat koreksi dari masyarakat terhadap anggota masyarakat 
terutama yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela. 
B.  Pola Pikir dalam Hukum Adat 
Hukum adat merupakan perwujudan dari struktur yang mempunyai sifat 
dan pola pikir sebagai berikut : 
 1. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat, artinya manusia 
merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat rasa 
kebersamaan yang meliputi seluruh lapangan hukum adat . 
 2.  Mempunyai corak megis religius, yang berhubungan dengan 
pandangan hidup dan alam sekitarnya . 
 3. Sistem hukum yang diliputi pikiran serba konkrit, artinya hukum 
adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulangnya hubungan 
hidup yang konkrit dalam mengatur pergaulan hidup . 
                                                 
7  Soerojo Wignjodipoero, Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan, 
Gunung Agung, Jakarta, 1993, Hal. 13-40 
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 4. Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya hubungan-hubungan 
hukum dianggap hanya terjadi karena ditetapkan dengan suatu 
ikatan yang dapat dilihat tampak (konkrit). 
 
C.  Faktor-faktor yang mendukung adanya kepercayaan diantara para 
pihak 
Adapun yang menjadi faktor-faktor pendukung kepercayaan diantara para 
pihak ada dua, yaitu faktor secara langsung dan faktor secara tidak langsung. 
C.1.  Faktor secara Langsung 
1. Saling mengenal dalam waktu yang cukup lama 
 Disini para pihak telah mengenal dengan baik pihak yang satu dengan 
yang lainnya, sehingga dapat mengetahui sifat masing-masing. 
2. Sifat jujur 
 Bagi masyarakat hukum adat, kejujuran itu masih sangat dihargai 
keberadaannya. 
3. Tetangga 
 Kedekatan lokasi dan posisi sebagai tetangga dapat pula menyebabkan 
seseorang menaruh kepercayaan kepada orang lain karena perasaannya 
lebih aman 
4. Hubungan saudara 
 Hubungan saudara dapat menyebabkan dipercayanya seseorang, di 
samping karena perasaan ingin membantu dan tolong menolong. Tidak 
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mengherankan apabila ada kata-kata "awak dhewe", maksudnya adalah 
masih saudara sendiri.8 
C.2. Faktor secara tidak langsung 
1. Sifat mementingkan unsur jiwa rasa 
 Menurut Soetrisno, ada tiga unsur jiwa manusia Jawa yaitu cipto, karso, 
roso. Ketiganya mempunyai pengaruh penting dalam manusia melakukan 
perbuatannya. Apabila orang barat lebih menitikberatkan pada pikiran 
atau rasio sebagai ukuran kemajuan peradaban suatu bangsa, maka orang 
Jawa perasan itu dapat dilatih, dikembangkan agar selalu dapat menguasai 
perbuatannya. 
 Prinsip etika Jawa adalah keserasian, cocok dan rasa. Keserasian 
menekankan pada konflik yang sedapat mungkin dihindari dengan 
mempertahankan keseimbangan yang bersifat status quo. Konsep Jawa 
tentang "cocok" menekankan pemeliharaan ketertiban serta membagi 
tindakan manusia atas "pantes", dan "ora pantes". Sedangkan konsep 
mengenai "rasa" menekankan aspek dalam kehidupan.9 
2. Sifat tepo sliro 
 Tepo sliro merupakan sifat yang erat kaitannya dengan sikap dan 
perlakuan antara seorang terhadap orang lain. Sifat tepo sliro ini bisa 
bersifat negatif dan positif 
                                                 
8  Syarifah Lestyotini, Asas Kepercayaan Dalam Sistem Ngagaduh Sapi di Desa Kragilan 
Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002,        
hal. 87-88 
9  Soetrisno, PH, Falsafah Hidup Pancasila Sebagaimana Tercermin dalam Falsafah Hidup 
Orang Jawa, Pandawa, Yogyakarta, 1997, hal. 4 
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 Yang  bersifat negatif berarti bahwa seseorang tidak senang diperlakukan 
yang tidak semestinya oleh orang lain, maka seharusnya orang tersebut 
juga tidak melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Sedangkan yang 
bersifat  
 positif tepo sliro berarti bahwa apabila seseorang senang jika seseorang 
bersikap dan berperilaku yang menyenangkan terhadap dirinya, maka 
sudah semestinya dia juga bersikap dan berperilaku yang menyenangkan 
orang lain. 
3.  Sifat senang hidup rukun 
 Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa prinsip kerukunan bertujuan 
untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan harmonis. "Rukun" 
berarti berada dalam keadaan yang selaras, tenang dan tenteram tanpa 
perselisihan clan pertentangan, bersatu dalam maksud saling membantu 
atau tolong menolong. Keadaan rukun ini menciptakan keadaan damai 
satu sama lain, suka bekerja sama, saling menerima. Rukun adalah 
keadaan ideal yang diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubugan 
sosial. Kata "rukun" juga menunjuk pada cara bertindak dengan 
menghindari perselisihan. Dengan berlaku rukun, orang Jawa akan 
menomorduakan kepentingan-kepentingan pribadinya demi kepentingan 
bersama. Perkataan "saya rasa" (kulo raos) atau "barangkali" (mbok 
menawi) sebagai bukti sikap hati-hatinya dalam memegang perasaan 
 22
orang lain demi terciptanya kerukunan. Prinsip kerukunan inilah nantinya 
yang akan melahirkan asas musyawarah.10 
4.  Sifat menghormati orang lain 
 Dalam bagian lain dari bukunya, Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa 
selain prinsip kerukunan maka kaidah lain yang memainkan peranan besar 
dalam mengatur pola interaksi dalam masyarakat Jawa ialah "prinsip 
hormat". Dalam prinsip ini dikatakan bahwa setiap orang dalam cara 
bicara dan membawakan diri harus selalu menunjukkan sikap hormat 
terhadap orang lain, maka seorang anak Jawa secara bertahap diajarkan 
tentang "wedi" (takut), "isin" (malu), dan "ewuh pakewuh" (sungkan) 
yang merupakan pengekangan halus kepribadian sendiri demi hormat 
terhadap pribadi lain.11 
 
D.  Perjanjian Dalam Hukum Adat 
 Bentuk-bentuk perjanjian yang dikenal dalam hukum adat antara lain :  
1. Perjanjian Kredit 
 Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan 
atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan 
sesuai dengan nilainya masing-masing pada saat yang telah disepakati. 
2.  Perjanjian Tebasan 
 Perjanjian tebasan terjadi apabila seseorang menjual basil tanamannya 
sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi akan dipetik. 
                                                 
10  Franz Magnis Suseno, Etika Jawa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996. hal. 39 
11  Ibid 
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3.  Perjanjian Perburuhan 
 Perjanjian perburuhan ini terjadi apabila seseorang mempekerjakan orang 
lain yang bukan keluarganya dengan diberi upah berupa uang atau 
ditanggung segala biaya kehidupannya sepenuhnya. 
4. Perjanjian Pemeliharaan 
 Isi perjanjian pemeliharaan adalah bahwa pihak yang satu-pemelihara 
menanggung nafkahnya pihak lain-terpelihara, lebih-lebih selama masa 
tuanya, pula menanggung pemakamannya dan pengurusan harta 
peninggalannya. Sedangkan sebagai imbalan, si pemelihara mendapat 
sebagian harta peninggalan si terpelihara, dimana kadangkadang bagian 
itu sama dengan bagian seorang anak. 
5. Perjanjian Bagi Hasil 
 Mengenai perbuatan "bagi basil" (deelbouw) dan perbuatan "bagi laba" 
(deelwining) merupakan bentuk kerja sama semacam "kongsi" 
(maatschap) diantara pemilik tanah dengan pekerja mengerjakan 
tanahnya. Setelah tanah dikerjakan, ditanami, dipanen hasilnya, maka 
diadakan pembagian basil antara pemilik tanah dan pekerja berdasarkan 
perimbangan yang disetujui kedua pihak menurut kebiasaan yang berlaku, 
bagi dua (maro), bagi tiga (mertelu), atau bagi empat (moropat).12 
 Dalam bagi basil ini terlibat dua pihak, yaitu antara pihak pemilik di satu 
sisi dan pihak penggarap pada sisi yang lain. Hubungan diantara mereka 
                                                 
12  Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 45 
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didasarkan pada saling tolong menolong balk sebagai kerabat atau 
hubungan keluarga, maupun sebagai tetangga dalam suatu masyarakat. 
 
E. Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 
E.1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil 
 Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil 
Petani disebutkan bahwa: 
 Perjanjian Bagi Hasil ialah, perjanjian  dengan nama apapun juga yang 
diadakan antara pemilik tanah pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum 
pada lain pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut “penggarap” berdasarkan 
perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk 
menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian 
hasilnya antara kedua belah pihak 
E.2. Subyek Perjanjian Bagi Hasil Pertanian  
 Subyek dari perjanjian bagi hasil adalah orang atau badan hukum. Secara 
umum subyek perjanjian bagi hasil petani penggarap dan pemilik dapat 
digolongkan  sebagimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1960 tentang Perjanjian  Bagi Hasil, yaitu: 
1. Pemilik 




- Ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah 
yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah 
untuk pertanian 
E.3. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil 
 Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi 
Hasil disebutkan mengenai jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil, yaitu :  
Pasal 4 
1. Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan 
didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan 
ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-
kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun. 
2. Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh 
Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan 
diadakannya perjanjian bagi-hasil dengan jangka waktu yang 
kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas, bagi tanah 
yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya. 
3. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil diatas tanah 
yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat 
dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu 
tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu 
tidak boleh lebih dari satu tahun. 
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4. Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu 
sawah atau tanah-kering, maka Kepala Desalah yang 
memutuskan. 
Pasal 5. 
1. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam 
pasal 6, maka perjanjian bagi-hasil tidak terputus karena 
pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada 
orang lain. 
2. Didalam hal termaksud dalam ayat 1 diatas semua hak dan 
kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi-hasil itu 
beralih kepada pemilik baru. 
3. Jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil 
itu dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan 
kewajiban yang sama. 
Pasal 6. 
1. Pemutusan perjanjian bagi-hasil sebelum berakhirnya 
jangka waktu perjanjian termaksud dalam pasal 4 ayat 1 
hanya mungkin dalam hal-hal dan menurut ketentuan-
ketentuan dibawah ini : 
 27
a. Atas persetujuan kedua belah fihak yang 
bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada 
Kepala Desa; 
b. Dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, 
didalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah 
yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak 
memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan 
sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan 
kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan 
yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan 
didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 atau 
tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan 
tanah yang bersangkutan kepada orang lain. 
2. Kepala Desa memberi izin pemutusan perjanjian bagi-hasil 
yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dengan 
memperhatikan pertimbangan-pertimbangan kedua belah 
pihak, setelah usahanya untuk lebih dahulu mendamaikan 
mereka itu tidak berhasil. 
3. Didalam hal tersebut pada ayat 2 pasal ini Kepala Desa 
menentukan pula akibat daripada pemutusan itu. 
4. Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui 
keputusan Kepala Desa untuk mengijinkan diputuskannya, 
perjanjian sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini 
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dan/atau mengenai apa yang dimaksud dalam ayat 3 diatas, 
maka soalnya dapat diajukan kepada Camat untuk 
mendapat keputusan yang mengikat kedua belah Pihak. 
5. Camat melaporkan secara berkala kepada Bupati/Kepala 
Daerah Swatantra tingkat II semua keputusan yang 
diambilnya menurut ayat  4  pasal ini. 
E.5 Besarnya Bagian Dalam Perjanjian Bagi Hasil 
Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian 
Bagi Hasil disebutkan bahwa: 
Ayat  (1) : Besarnya bagian hasil-tanah yang menjadi hak penggarap 
dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantara tingkat II 
ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II 
yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, 
keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan 
sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-
ketentuan adat setempat. 
Ayat (2) : Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II memberitahukan 
keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil-tanah 
yang diambil menurut ayat 1 pasal ini kepada Badan 
Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
yang bersangkutan. 
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E.6. Kewajiban Pemilik dan Penggarap dalam Perjanjian Bagi 
Hasil 
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi 
Hasil disebutkan bahwa Kewajiban Pemilik dan Penggarap adalah sebagai 
berikut: 
Pasal 8. 
1. Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada 
pemilik yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan 
tanah pemilik dengan perjanjian bagi-hasil, dilarang. 
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini 
berakibat, bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang 
diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah 
termaksud dalam pasal 7. 
3. Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, 
kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang 
mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang. 
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 15, maka 
apa yang dibayarkan tersebut pada ayat 3 diatas itu tidak dapat 





Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk 
dibebankan kepada penggarap, kecuali kalau penggarap itu adalah pemilik tanah 
yang sebenarnya. 
Pasal 10. 
Pada berakhirnya perjanjian bagi hasil, baik karena berakhirnya jangka waktu 
perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada pasal 6, penggarap wajib 
menyerahkan kembali tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan 
baik. 
E.7.  Hal-hal yang dilarang Dalam Perjanjian Bagi Hasil Petani Penggarap 
dan Petani Pemilik 
Pasal 11. 
Perjanjian-perjanjian bagi hasil yang sudah ada pada waktu mulai berlakunya 
undang-undang ini, untuk panen yang berikutnya harus disesuaikan dengan 
ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal diatas. 
Pasal 12. 
Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini tidak berlaku terhadap perjanjian-
perjanjian bagi hasil mengenai tanaman keras. 
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E.8. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil Petani Penggarap dan Petani 
Pemilik 
 Pasal 13. 
1. Jika pemilik dan/atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar 
ketentuan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 maka baik 
Camat maupun Kepala Desa atas pengaduan salah satu fihak 
ataupun karena jabatannya, berwenang memerintahkan dipenuhi 
atau ditaatinya ketentuan yang dimaksudkan itu. 
2. Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui perintah Kepala 
Desa tersebut pada ayat 1 diatas, maka soalnya diajukan kepada 
Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah 
fihak. 
Pasal 14. 
Jika pemilik tidak bersedia mengadakan perjanjian bagi hasil menurut ketentuan-
ketentuan dalam undang-undang ini, sedang tanahnya tidak pula diusahakan 
secara lain, maka Camat, atas usul Kepala Desa berwenang untuk, atas nama 





E.9. Wanprestasi dan akibatnya dalam Perjanjian Bagi Hasil Petani 
Penggarap dan Petani Pemilik 
Pasal 15. 
1. Dapat dipidana dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 
10.000,-; 
a. Pemilik yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 3 atau 
pasal 11; 
b. Penggarap yang melanggar larangan tersebut pada pasal 2; 
c. Barang siapa melanggar larangan tersebut pada pasal 8 ayat 
3. 











Metodelogi  berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke” dan biasanya 
dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai suatu tipe penulisan yang 
dipergunakan dalam penelitian  dan penilaian atau suatu teknik yang umum bagi 
Ilmu pengetahuan, atau cara untuk melaksanakan suatu prosedur13 
Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan 
menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha  untuk 
memperoleh sesuatu untuk mengisi kekososngan atau kekurangan. 
Mengembangkan  berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang 
telah ada, dan menguji kebenaran merupakan perlakuan yang harus dilaksanakan 
untuk mencari jawaban  yang pasti terhadap sesuatu yang ada dan masih 
diragukan kebenarannya. Sehubungan dengan penelitian tersebut Soerjono 
Soekanto menyatakan bahwa  “Penelitian merupakan suatu kegiatan karya ilmiah 
yang berkaitan dengan analisis kontruksi yang dilaksanakan secara metodelogis, 
sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara 
tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu alasan  sedangkan konsisten berarti 
tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu karangan tertentu14 
 
 
                                                 
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta UI Press, 1981, hal 5 
 
14 Ibid, hal 42 
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A.  Metode Pendekatan 
      Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan 
pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti atau suatu pendekatan yang melihat dari faktor 
yuridisnya. Metode pendekatan yuridis empiris ini merupakan cara prosedur yang 
dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data 
sekunder terlebih dahulu  untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan 
penelitian terhadap data dilapangan  
B.  Spesifikasi Penelitian 
       Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu 
menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan 
teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut  
permasalahan di atas. Bersifat deskriptif, bahwa dengan penelitian ini diharapkan  
akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat manyeluruh dan sistematis. 
Dikatakan analitis, karena berdasarkan gambaran-gambaran dan fakta-fakta yang 
diperoleh melalui studi dokumen maka selanjutnya dilakukan analisis secara 





C. Populasi dan Sample 
 a.   Populasi  
Adalah  wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 
mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk mempelari dan kemudian ditarik kesimpulannya15. Definisi populasi 
dikemukakan oleh Ronnya Hanitijo Soemitro adalah seluruh obyek atau seluruh 
individu atau seluruh gejala  atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan 
diteliti. Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali 
tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu16.  Sedangkan pengertian 
populasi menurut Masri Singarimbun adalah keseluruhan dari unit analisa yang  
ciri-cirinya akan diduga. Populasi dapat dibedakan pula antara populasi sampling 
dengan populasi sasaran17. Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang  
yang terlibat dalam Sistem Bagi Hasil  Tanah Bengkok di Desa Kalikondang 
Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak Setelah Berlakunya Undang-Undang 
No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil 
 
 
                                                 
15 Sugiono, Metode Penelitian Admistrasi, Bandung, Alfabeta, 2001, hal 57 
 
16 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 
Jakarta, 1994, hal 44 




 b. Sample 
 Dalam pengambilan sample ini, teknik yang dipergunakan adalah 
purposive sampling penarikan sample yang dilakukan dengan cara pengambilan 
subyek didasarkan dengan tujuan tertentu dimana tidak semua populasi akan 
diteliti tetapi dipilih yang dianggap mewakili secara keseluruhan sesuai dengan 
penentuan sample  tersebut  di atas, maka sample dalam penelitian ini adalah 
pemilik Tanah Bengkok, penggarap tanah bengkok dan Kepala di Desa 
Kalikondang Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak  
 D. Metode Pengumpulan Data 
  Penelitan Kepustakaan (secunder research), adalah dilakukan penelitian 
kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau 
tulisan-tulisan para ahli pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk 
memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data 
melalui naskah resmi yang ada. Penelitian lapangan (primer research), yaitu 
dengan cara memperoleh data yang bersifat primer, dilakukan  dengan wawancara 




 E.   Analisis Data 
  Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun  data yang 
diperoleh melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif dan ditulis 
dengan metode deskriptif. Analisis secara kualitatif yaitu analisis data dengan 
mengelompokkan dan menyelidiki data yang akan diperoleh dari penelitian 
lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian dihubungkan dengan 
teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas 
permasalahan yang diajukan. Selanjutnya penulisan menggunkan metode 
deskriptif yaitu metode penyampaian dari hasil analisis dengan memilih data yang 
menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Analisa dilakukan secara 
kualitatif, berlaku bagi kasus yang akan diteliti dan hasil analisa tersebut 
















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 Berdasarkan Data  Monografi Desa Kalikondang Kecamatan Demak, 
Kabupaten Dati II Demak Propinsi Daerah Tingkat I, Jawa Tengah, Keadaan 
Desember  tahun 2006,  diperoleh data sebagai berikut: 
1. Luas Desa     : 354.032  Ha 
2. Batas Wilayah     
a. Sebelah Utara    : Dowo Rajo 
b. Sebelah Selatan    : Desa Karang Rejo 
c. Sebelah Barat    : Desa Sumber Rejo 
d. Sebelah Timur    : Desa Katon Sari 
3. Kondisi geografi  
a. Dataran Rendah Tinggi pantai : Dataran Rendah 
b. Suhu Udara Rata-rata   : 25-35  
  4. Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) 
a. Jarak dari Pusat Pemerintah Kecamatan : 4 km 
b. Jarak dari  Kota Ibukota Kabupaten Dati II : 4 Km 







Luas Desa Kalikondang sekitar 354. 032 Hektar yang mana tanah berupa 
Kas Desa adalah sebesar 50. 039 Hektar, dan tanah yang belum bersertifikat  
sebesar 55. 315 Hektar sedangkan sisanya merupakan tanah-tanah yang sudah 
bersertifikat dan tanah Bondo Deso.  
 
 Adapun jumlah penduduk dari Desa Kalikondang ini sendiri adalah  5649 
orang, terdiri dari  Kepala Keluarga 1445, laki-laki sejumlah 2788 orang dan 
perempuannya sejumlah 2861 orang, dimana hampir semua penduduknya 
menganut Agama Islam 5644 orang  dan yang lainnya beragama Kristen sebanyak 
5 orang  
Mata pencaharian penduduk terdiri atas : petani 532 orang, buruh tani 
sebesar 472,  buruh/swasta 1272 orang, pegawai negeri 89 orang pengrajin 5 
orang, pedagang 134 orang, peternak 4 orang montir 14 orang dan dokter 
sebanyak 2 orang.  Jumlah penduduk yang tamat pendidikan Sekolah Dasar atau 
sederajat sebanyak 1862 orang, tamat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat 
Pertama sebanyak 1138 orang, tamat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas  
sebanyak 1389 orang, Diploma I sebanyak 18 orang, Diploma II sebanyak 86 
orang, dan Sarjana sebanyak 109 orang. 
 
Sarana umum terdiri atas 3 unit masjid, 14 unit mushola, 1 buah lapangan 
sepak bola, 4 buah lapangan bulu tangkis, 5 buah meja pingpong, I buah lapangan 






Dasar sebanyak 4 unit, Sekolah Tingkat Lanjutan Pertama sebanyak 1 unit, dan 
Sekolah Lanjutan Tingkatan Atas sebanyak 1 unit. 
 
Adapun sarana komunikasi  berupa telepon umun ada, dan masih aktif 
digunakan  oleh masyakarakat didesa itu, wartel juga tersedia, dan warnet tidak 
ada di Desa Kalikondang.  Sedangkan sarana Kantor Pos tidak tersedia melainkan 
Kantor Pos Pembantu yang disediakan.  Sarana Air Bersih dapat berupa  sumur 
pompa yang terdiri dari 43 unit, sumur gali terdiri 88 unit, dan Mandi Cuci Kakus 
(MCK) terdiri dari 927 unit. Disamping itu pengguna air sumur pompa 431 kepala 
keluarga, pengguna air sumur gali sebanyak 88 kepala keluarga, dan  pengguna 
Mandi Cuci Kakus sebanyak 927 kepala keluarga. 
 
Prasarana pemerintahan yang tersedia, balai desa dengan kondisi baik 
untuk digunakan dan jumlah meja ketik  sebanyak 2 buah, jumlah meja tulis 
sebanyak 15 buah, jumlah kursi sebanyak 110 buah, jumlah almari asrip sebanyak 
6 buah, jumlah balai dusun atau sejenisnya sebanyak 1 buah, dan jumlah kantor 
Rukun Warga  atau sebutan lainnya sebanyak 6 buah. Sedangkan Kantor Balai 
Pemerintahan Daerah  (BPD) tersedia cukup, dengan kondisi yang baik disertai 









Prasarana Kesehatan di Desa Kalikondang ini juga cukup memadai dengan 
tersedianya 3 unit poliklinik atau balai pengobatan, 4 unit posyandu, 1 unit toko 
obat, dan 2 unit tempat praktek dokter, sedangkan sarana kesehatan yang 
disediakan beragam, dengan 2 orang dokter, 4 orang jumlah paramedisnya, 2 rang 
jumlah dukun terlatih, dan 1 orang bidan desa, yang siap untuk membantu proses 
persalinan para ibu di desa ini. 
 Adapun mengenai susunan Struktur Pemerintahan Desa Kalikondang,  itu 
sendiri sesuai dengan Data Monografi Desa Kalikondang Kecamatan Demak, 
Kabupaten Dati II Demak Propinsi Daerah Tingkat I, Jawa Tengah yaitu terdiri 
dari : 
1. Lurah Desa 
2. Carik Desa 
3. Staff Urusan Pemerintahan, sering disebut dengan KAMITUA 
4. Staff Urusan Pembangunan 
5. Staff Urusan Keuangan 
6. Staff Urusan Umum 
7. Staff Urusan Kesejahteraan Rakyat 
8. Modin 
9. Modin 









13. Bekel atau kepala Desa. Di Desa Kalikondang ini bekel 
berjumlah 3 orang 
 Sedangkan Pembagian upah para aparat desa dari tanah bengkok desa ini, 
adalah menggunakan sistem pembagian upah  per bahu yang artinya satu bahu 
adalah sama dengan 750 M² dengan aturan sebagai berikut13. Adapun pembagian 
upah terseb besarnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak,  
Propinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah 
1. Lurah Desa  mendapatkan   22 bahu 
2. Carik Desa  mendapatkan  12 bahu 
3. Para Staff  (4orang) mendapatkan   4 bahu/ orang 
4. Modin (2 orang) mendapatkan  2,5 bahu/orang 
5. Pamong Desa (6 orang) mendapatkan  3 bahu/orang 
6. Kamituo   mendapatkan   6 bahu 
Total keseluruhan ada 16 (enam belas) orang aparat desa, dimana masing-masing 
aparat desa ini langsung memberikan pengawasan kepada para petani di Desa 
Kalikondang tersebut guna kelancaran panen tanah bengkok desa mereka dan juga 
agar mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk membayaran upah 
mereka selama 4 (empat) bulan pertama, begitu seterusnya. 
 
 
                                                 







B. Pelaksanaaan Bagi Hasil Petani Penggarap dan Petani Pemilik Di 
Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kota Kebupaten Demak 
Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang 
Perjanjian Bagi Hasil 
 Perjanjian bagi Hasil antara petani penggarap dan petani pemilik di desa 
ini diadakan secara lisan atau dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara 
pihak-pihak yan berkepentingan dan tidak pernah menghadirkan saksi sehingga 
mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah. Alasannya karena ada rasa 
saling percaya dan kebiasaan yang pada umumnya terjadi didesa tersebut. 
Sedangkan sesuai dengan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 
tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian yang menyebutkan 
1. Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap 
sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang 
setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan - 
selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan 
dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari fihak pemilik dan 
penggarap. 
2. Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam ayat 1 diatas memerlukan 
pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau 
penjabat lain yang setingkat dengan itu - selanjutnya dalam undang-
undang ini disebut "Camat". 
3. Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian 
bagi-hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir. 
4. Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan 
untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 diatas. 
 
 Dalam perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Kalikondang Kecamatan 






tidak menggunakan ketentuan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1960 tentang Bagi Hasil Pertanian seperti tersebut di atas, dimana layaknya suatu 
perjanjian itu harus diperjanjian terlebih dahulu secara tertulis dan dilakukan 
dihadapan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat 
letaknya tanah yang bersangkutan. Selanjutnya dalam undang-undang ini disebut 
"Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak 
pemilik dan penggarap, maka dapatlah dikatakan bahwa, perjanjian yang diadakan 
ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian 
Bagi Hasil Pertanian, banyak ketentuan-ketentuan yang sudah ada peraturannya 
dengan jelas tetapi tidak digunakan dengan alasan adanya rasa saling percaya 
antara warga satu dengan warga yang lain. 
 Dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil ini sendiri, jangka waktu yang 
digunakan adalah 4 (empat) bulan per masa panen, sedangkan sesuai dengan Pasal 
4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian 
disebutkan bahwa 
1. Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat 
perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah 
waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering 
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. 
2. Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri 
Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi-
hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam 
ayat 1 diatas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang 
mempunyainya. 
3. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil diatas tanah yang 
bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka 
perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai 






4. Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau 





 Pada kenyataan yang ada jangka waktu perjanjan bagi hasil di Desa 
Kalikondang ini sendiri adalah 4 (empat) bulan, dimana untuk 1 (satu) tahun 
terdiri dari 3 (tiga) masa tanam, hal ini juga mempunyai alasan yang sama yaitu  
karena adanya kebiasaan dan rasa saling percaya.  Hal-hal yang melandasi adanya 
kepercayaan bagi para pihak, yaitu karena mereka sudah saling kenal dalam waktu 
yang cukup lama, dan hidup bertetangga serta masih ada hubungan saudara. 
 Besarnya pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua 
belah pihak. Jika ada kerusakan maka yang menaggung kerugian akibat panen  
adalah kedua belah pihak tersebut. Sawah di Desa Kalikondang ini  dibagi 
menjadi dua, antara lain: 
1.  Bondo Deso yang berjumlah  50 Haktare 
2. Bengkok Deso yang berjumlah 53 Haktare14 
Tanah sawah yang disebut Bondo Deso ini oleh warga sekitar ambil untuk biaya 
operasional Desa Kalikondang sendiri, adapun biaya operasional tersebut antara 
lain adalah untuk pengeluaran rutin desa, PKK (Pembinaan Kesejahteraaan 
Keluarga), keperluan Hansip, dan lain sebagainya.  Sedangkan tanah sawah 
sebagai Bengkok Desa digunakan untuk membiayaan upah para aparat desa 
Kalikondang sendiri  
                                                 






 Pembagian Hasil dari pengolahan Tanah Bengkok ini sendiri 
mampunyai masa tanam dalam 1 (satu) tahun yang terdiri dari: 
• Masa tanam I  : Desember – Maret 
Masa tanam I ini menggunakan sistem I : I yang artinya, hasil dari 
panen tersebut sebagian untuk para aparat desa Kalikondang itu 
sendiri itu dan sebagian untuk para petani yang menggarap sawah 
Bengkok itu. Adapun jenis tanaman yang ditanamnya adalah padi. 
Luas tanaman padi pada tahun 2006 kemarin adalah 272. 411 
Hektar, dengan perincian penghasilan sebagai berikut: 
1. Hasil per hektarnya adalah sebesar  12.600.000  
2. Biaya pemupukan per Hektar  3.400.000 
3. Biaya bibit per Hektar   600.000 
4. Biaya Obat per Haktar  900.000  
• Masa tanam II  : April – Juli 
Masa tanam II ini menggunakan sistem I : II yang artinya, hasil 
dari panen tersebut I bagian untuk para petani yang menggarap 
sawah Bengkok itu, dan II bagian untuk para aparat desa 
Kalikondang itu sendiri disini bagian untuk para aparat desa jauh 
lebih banyak dikarenakan pada bulan April sampai dengan April 
curah hujan mulai berkurang,  sehingga untuk sistem pengairannya 
sendiri menggunakan pompanisasi yang  keberadaannya 






bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air untuk pengairan sawah 
itu sendiri, adapun jenis dari tanaman yang akan ditanam itu adalah 
sama dengan pada masa tanam I yaitu, padi 
• Masa tanam III : Agustus- November 
Pada masa tanam ini, para aparat desa justru menyerahkan semua 
hasil tanam pada para petani, hal ini dikarenakan tidak bisa 
dipastikan berapa jumlah nominal yang akan diperolehnya. Karena 
pada masa tanam III ini curah hujan yang jarang dan memasuki 
pada zonasi wilayah rawan kekeringan, sehingga sawah sulit untuk 
dapatkan hasil panen nya. Jenis tanaman yang ditanam pada masa 
tanam III ini adalah palawija dan  kacang  hijau. Luas tanaman 
kacang hijau pada tahun 2006 adalah sebesar 141. 205 Hektar, 
dengan perincian sebagai berikut: 
1.  Hasil PerHektar   Rp 3.000.000 
2. Biaya pemupukan per Hektar  Rp    300.000 
3. Biaya bibit per Hektar   Rp    100.000 












B. 1. Bentuk Perjanjian 
B. 1. 1 Hasil Penelitian 
 Adapun bentuk perjanjian yang dilakukan antara Petani penggarap 
dengan petani pemilik atau yang lebih dikenal dengan para aparat desa, ini 
dilakukan dengan cara lisan, atau dengan musyawarah mufakat diantara kedua 
belah pihak. Adapun perjanjian yang dilakukan diantaranya ini berdasarkan rasa 
saling percaya satu dengan yang lainnya. 
 
B.1. 2 Undang-Undang No 2 tahun 1960 Tentang tentang Bagi Hasil 
Pertanian, pada Pasal  3 nya yang berbunyi “Semua perjanjian bagi-hasil harus 
dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari 
Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang 
bersangkutan, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" 
dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari fihak pemilik dan 
penggarap”.  
B.1. 3. Analisa 
Adanya kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan peraturan yang sudah 
dikeluarkan berbentuk Undang-Undang  No 2 tahun 1960 Tentang Bagi Hasil 
Pertanian ini, sudah diketahui oleh para aparat desa dan sama sekali tidak 
mempermasalahkannya. Bentuk perjanjian lisan ini sudah terjadi dari dahulu kala 






para aparat desa dengan petani penggarap ini sudah lama terjadi, dan memang 
sampai sekarang pun tidak mengalami  kerugian diantaranya. Sebenarnya menurut 
penulis, perjanjian yang baik adalah perjanjian tertulis, agar dapat 
dipertanggungjawabkan kelak, baik secara hukum maupun secara kekeluargaaan. 
Dengan perjanjian tertulis ini pula, apabila ada salah satu pihak yang wanprestasi 
dapat diproses secara hukum mengenai kerugian-kerugian yang ditanggungnya 
kelak, tetapi apabila perjanjian ini hanya bersifat lisan saja, tidak menutup 
kemungkinan sulitnya mencari siapa-siapa yang harus bertanggung jawab atas 
kerugian yang diderita diantara aparat desa maupunpetani penggarap. 
 Perjanjian Lisan yang terjadi di Desa Kalikondang, Kecamatan 
Demak, Kabupaten Dati II, Propinsi Daerah Tingkat I, Jawa Tengah ini 
merupakan perjanjian lisan yang benar-benar dilakukan oleh para petani 
penggarap dengan kesungguhan hati, mereka sengaja tidak mempersoalkan 
tentang kerugian-kerugian yang mungkin terjadi karena apabila ada itupun 
dibicarakan dengan cara kekeluargaan, atau musyawarah mufakat. Sehingga 
ditemui jalan keluar yang damai, yang dipecahkan oleh para aparat desa dengan 
para petani penggarap. 
B.2 Jangka Waktu 
B.2.1 Hasil Penelitian    
                  Jangka waktu perjanjian bagi hasil di Desa kalikondang, Kecamatan 
Demak, Kabupaten Dati II Demak, Propinsi Daerah Tingkat I, Jawa Tengah 






berbeda. Artinya rata-rata perjanjian bagi hasil di desa ini hanya memakan waktu 
4 (bulan) saja.  
B.2.2 Berdasarkan Undang-Undang Nomer 2 tahun 1960 Tentang Bagi 
Hasil Pertanian, yang terdapat dalam  Pasal  4  mengatur tentang jangka waktu 
perjanjian bagi hasil ini dengan ketentuan yang berbunyi 
1. Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat 
perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah 
waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering 
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. 
2. Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri 
Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi-
hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam 
ayat 1 diatas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang 
mempunyainya. 
3. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil diatas tanah yang 
bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka 
perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai 
dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun. 
4. Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau 
tanah-kering, maka Kepala Desalah yang memutuskan. 
  
B. 2. 3  Analisa 
Kesenjangan kembali terjadi pada jangka waktu diadakannya perjanjian bagi hasil 
ini, seperti disebutkan diatas bahwa menurut Undang-Undang disebutkan  bahwa  
bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-
kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, hal ini sudah jelas berbeda dari 
kenyataan yang ada. Menurut penulis, jika tanah bengkok ini jangka waktunya 
mengikuti peraturan yang ada, jelas tidak dapat dilaksanakan, sebab para aparat 
desa ini mendapatkan gaji atau upah tiap bulannya dari hasil pengolahan tanah 






dengan sistem masa tanam 4 (empat) bulan saja mereka sudah banyak 
mengeluhkan, apalagi dengan sistem yang diatur oleh Undang-Undang? 
Sedangkan jika jangka waktu perjanjian bagi hasil ini  kurang dari yang telah 
ditentukan oleh Undang-Undang tersebut diatas, seperti yang disebutkan pada 
Pasal 4 ayat  (2) dan (3) diatas bahwa, dalam hal-hal yang khusus,  yang telah 
ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, camat  dapat diizinkan untuk 
mengadakan perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu kurang dari 3 (tiga) tahun 
dan bagi tanah kering kurang dari 5 (lima), sedangkan Jika pada waktu 
berakhirnya perjanjian bagi-hasil ini, tanah yang bersangkutan masih terdapat 
tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai 
waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih 
dari satu tahun. Dan jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu 
sawah atau tanah-kering, maka Kepala Desalah yang memutuskan, kapan jangka 
waktu tersebut berakhir.  
 Jangka waktu  yang tertuang  seperti tersebut diatas,  masih 
dilanjutkan dengan pasal-pasal  yang menyatakan bahwa: 
Pasal 5 
(1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 6, 
maka perjanjian bagi-hasil tidak terputus karena pemindahan hak 
milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain. 
(2) Didalam hal termaksud dalam ayat 1 diatas semua hak dan 
kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi-hasil itu beralih 
kepada pemilik baru. 
(3)  Jika penggarap meninggal dunia maka perjanjian bagi hasil itu 











(1)  Pemutusan perjanjian bagi-hasil sebelum berakhirnya jangka waktu 
perjanjian termaksud dalam pasal 4 ayat 1 hanya mungkin dalam 
hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan dibawah ini : 
a.  atas persetujuan kedua belah fihak yang bersangkutan dan 
setelah mereka laporkan kepada Kepala Desa; 
b.  dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, didalam hal 
penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan 
sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya 
untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah 
ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-
bahan yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan 
didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3 atau tanpa 
izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang 
bersangkutan kepada orang lain. 
 (2)  Kepala Desa memberi izin pemutusan perjanjian bagi-hasil yang 
dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dengan memperhatikan 
pertimbangan-pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya 
untuk lebih dahulu mendamaikan mereka itu tidak berhasil. 
              (3)  Didalam hal tersebut pada ayat 2 pasal ini Kepala Desa 
menentukan pula akibat daripada pemutusan itu. 
              (4)  Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui keputusan 
Kepala Desa untuk mengijinkan diputuskannya, perjanjian sebagai 
yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dan/atau mengenai apa yang 
dimaksud dalam ayat 3 diatas, maka soalnya dapat diajukan kepada 
Camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah 
fihak. 
      (5)  Camat melaporkan secara berkala kepada Bupati/Kepala Daerah 
Swatantra tingkat II semua keputusan yang diambilnya menurut 
ayat 4 pasal ini. 
 
  Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil yang 
terjadi di Desa Kalikondang, Kecamatan Demak, Kabupaten dati II Demak 
Propinsi Tingkat I, Jawa Tengah ini tidak terputus karena adanya pemindahan hak 
milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain, sedangkan semua hak dan 
kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih kepada pemilik 






pemilik tanah (para aparat desa yang masih  berkuasa pada saat itu) sudah 
digantikan dengan para aparat desa yang baru, maka dalam hal perjanjian bagi 
hasil ini tidak lah terputus begitu saja, melainkan tetap dijalankan walaupun  para 
aparat desa tersebut berganti, sedangkan hak dan kewajibannya  berdasarkan 
perjanjian bagi hasil itu secara otomatis beralih kepada pemilik yang baru. 
Sedangkan dalam hal si penggarap meninggal dunia, maka perjanjian bagi hasil 
ini dilanjutkan oleh ahli warisnya, dengan hak dan kewajiban yang sama pula.   
 Pemutusan perjanjian bagi hasil tanah pertanian oleh penggarap 
sebelum jangka waktu nya berakhir dapat terjadi dalam hal: 
1. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan 
setelah mereka laporkan kepada Kepala Desa 
2. Dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, didalam hal 
penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan 
sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya 
untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah 
ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan 
yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan didalam surat 
perjanjian tersebut pada pasal 3 atau tanpa izin dari pemilik 
menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada 
orang lain. 
Sedangkan untuk melakukan pemutusan perjanjian bagi hasil  yang terjadi seperti 






pertimbangan kedua belah pihak, setelah usahanya untuk lebih dahulu 
mendamaikan mereka (aparat desa dan petani penggarap) tidak berhasil, disini 
Kepala Desa juga berperan dalam memutuskan  atau menentukan akibat yang 
akan  terjadi  dikemudian hari. Dan jika petani penggarap dan aparat desa  tidak 
menyetujui Keputusan Kepala Desa, maka  persoalan tersebut dapat diajukan 
kepada Camat guna mendapatkan keputusan yang dapat diterima kedua belah 
pihak.  
B.3. Perimbangan Bagi Hasil 
       Desa Kalikondang, Kecamatan Demak, Kabupaten Dati II Demak 
Propinsi Daerah Tingkat I, Jawa Tengah dengan luas wilayah 354. 032 Hektar  
untuk perimbangan bagi hasil ini, dilihat dari pembagian tanah menjadi : 
1. Tanah bondo deso dan 
2.  Tanah bengkok deso,  
Adapun luas wilayah tanah bengkok deso ini sebesar 53 hektar ini yang hasilnya 
untuk membiayai seluruh aparat desa yang terkait dalam pemerintahan di Desa 
Kalikondang ini. Untuk melakukan pengolahan atas tanah bengkok desa ini, 
sangatlah membutuhkan biaya juga waktu. Biaya dan waktu ini diatur secara lisan 
oleh aparat desa dengan petani penggarap, mereka melakukakan perjanjian ini 
secara lisan atas dasar adanya rasa saling percaya satu sama lainnya. Biaya-biaya 
ini meliputi15: 
 
                                                 







1. Biaya pembelian pupuk 
2. Biaya pembelian bibit 
3. Biaya pembelian obat 
4. Biaya-biaya lain yang munkin timbul 
Akan diatur melalui lisan, berdasarkan informasi yang penulis ambil dari hasil 
wawancara dengan Lurah Desa, Bapak Kyai Mahmudi, biaya-biaya itu sangat 
bergantung dari masa tanam yang ada masa tanam ini sendiri terdiri dari 3 (tiga) 
golongan yang mana tiap golongannya berbeda kapasitas pembagiannya.16 
a. Masa Tanam I, masa tanam I yang terjadi antara bulan 
Desember sampai dengan Maret, seluruh biaya-biaya 
yang disebutkan diatas ditanggung oleh kedua belah 
pihak yaitu aparat desa juga petani penggarap dengan 
sistem perbandingan 1:1, karena pada sistem ini 
jarang terjadi pembelian-pembelian obat dikarenakan 
iklim yang masih bersahabat. Pada bulan ini dikaitkan 
dengan masih tingginya curah hujan, sehingga 
kemungkinan besar tidak memerlukan biaya 
perawatan yang tinggi.  
b. Masa Tanam II, pada masa tanam II yang terjadi 
antara bulan  April sampai dengan Juli menggunakan 
                                                 






sistem perbandingan I:II yang artinya seluruh biaya-
biaya yang disebutkan diatas ditanggung semua oleh 
aparat desa, sehingga pada masa panen nya para 
aparat desa mendapatkan bagian yang lebih besar dari 
petani penggarap, hal ini dikarenakan aparat desa 
telah mengeluarkan modal yang cukup besar untuk 
membiayai pelaksanaan penggarapan tanah bengkok 
desa ini. Sedangkan pertimbangan  permbagian hasil 
panen ini dilakukan dengan perbandingan I:II, artinya 
dimasa panen ini aparat desa mendapatkan bagian 2x 
(duakali) lebih besar dibanding dengan petani, dengan 
pertimbangan pada masa tanam ini curah hujan sudah 
menurun, sehingga untuk pelaksanaan penanaman 
tanaman membutuhkan banyak masukkan air, aparat 
desa membutuhkan mesin untuk mendatangkan air 
dari sumber mata air terdekat. Sistem ini disebut 
dengan pompanisasi yang membutuhkan banyak 
biaya. Dan petani pada umumnya tidak mempunyai 
modal untuk itu 
c. Masa Tanam III, pertimbangan pembagian hasil 
panen ini dilakukan dengan sistem lepas tangan oleh 






hasil dari tanaman yang ditanam oleh para petani, 
dengan alasan pada masa tanam ini curah hujan 
kering dan tanaman yang dihasilkan juga tidak bisa 
diharapkan. Dengan arti lain bahwa  pada masa tanam 
III yang terjadi antara bulan Agustus sampai dengan 
November menggunakan sistem yang mana para 
aparat desa menyerahkan sepenuhnya hasil panen 
tersebut pada petani penggarap17 karena pada masa 
tanam ini curah hujan sudah tidak dapat diandalkan 
lagi, sehingga membutuhkan banyak waktu juga 
tenaga untuk menghasilkan hasil semaksimal 
mungkin.  
 Pembagian hasil tanah yang demikian itu berbeda antara satu daerah 
dengan daerah yang lain, sedangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 
tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Pertanian, besarnya pembagian tersebut menjadi 
hak penggarap untuk tiap-tiap Daerah Swatantara tingkat II ditetapkan oleh 
Bupati/ Kepada Desa  Swatantara tingkat II yang bersangkutan, dengan 
memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang 
disisihkan sebelum dibagi dan juga faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-
ketentuan adat  setempat. Sedangkan Keputusan Bupati/ Kepala Desa tersebut 
                                                 






diberitahukan kepada Badan Pemerintahan Harian dan Dewan Perwalian Rakyat 
Daerah yang bersangkutan 
 
 Kewajiban pemilik dan penggarap sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Pertanian ini diantaranya adalah sebagai 
berikut: 
Pasal 8 
(1)  Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik 
yang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik 
dengan perjanjian bagi-hasil, dilarang. 
(2)  Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini berakibat, 
bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu 
dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termaksud dalam 
pasal 7. 
(3) Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada 
penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai 
unsur-unsur ijon, dilarang. 
(4)  Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 15, maka apa 
yang dibayarkan tersebut pada ayat 3 diatas itu tidak dapat dituntut 
kembali dalam bentuk apapun juga. 
 
Pasal 9. 
Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk 




Pada berakhirnya perjanjian bagi hasil, baik karena berakhirnya jangka waktu 
perjanjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada pasal 6, penggarap wajib 
menyerahkan kembali tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan 
baik. 
 
 Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 






benda apapun juga kepada pemilik yang dimksudkan untuk memperoleh hak 
menguasakan tanak pemilik dengan perjanjian bagi hasil, dilarang. Akan tetapi  
dalam hal pembayaran uang guna pembelian bibit, pembiayaan obat dan juga 
membiayaan pemupukan guna keperluan pengelolalan di tanah bengkok ini 
terjadi, untuk masa tanam I dimana pembagian hasil panennya I:I, maka petani 
meminta aparat desa untuk membelikan terlebih dahulu membiayaan obat, 
pembiayaan pemupukan, dan pembiayaan bibit, yang kemudian di hitung hasil 
panennya dan diberikan upah untuk petani setelah dikurangkan dengan biaya-
biaya tersebut diatas.  
 Sedangkan kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang 
bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, kecuali kalau 
penggarap itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya. Dalam hal tanak bengkok, 
maka kewajiban akan membiayaan pajak mengenai tanah yang bersangkutan 
ditiadakan, sebab tanah bengkok adalah tanah yang hasil panennya diperuntukkan 
bagi pembayaraan upah para aparat desa setempat, dan bukan tanah yang memliki 
status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan lain sebaiknya yang 
masih dibebankan pajak diatasnya. 
 Dalam hal pemutusan perjanjian bagi hasil diantara petani penggarap 
dan aparat desa seperti yang diterangkan diatas, maka penggarap wajib 
menyerahkan kembali tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan 
baik, dalam kenyataannya apabila terjadi pemutusan perjanjian bagi hasil antara 






secara otomatis digantikan kedudukannya oleh para penduduk yang masih belum 
mempunyai garapan.  
 
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak di laksanakan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil 
      Hal- hal yang menyebabkan seluruh masyarakat petani di Desa 
Kalikondang Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak tidak mengetahui 
adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil Pertanian  
antara lain karena tidak adanya sosialisasi baik dari perangkat desa maupun dari 
aparat desa maupun dari aparat terkait, juga karena kurangnya wawasan dan 
karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat petani dan adanya kebiasaan 
buruk dari masyarakat itu sendiri yang terbiasa menyepelekan setiap peraturan 
yang berhubungan dengan pertanian, selain itu juga disebabkan karena masih 
kuatnya Hukum Adat yang berlaku di masyarakat setempat dengan mendasarkan 
bentuk perjanjian hanya dengan lisan saja, mereka saling percaya satu sama 
lainnya, sehingga apabila ada pihak yang wanprestasi sulit untuk diporses secara 
hukumnya, karena bukti yang dapat dijadikan alasan wanprestasi tersebut tidak 
ada. 
Perjanjian lisan yang terjadi dilingkungan masyarakat pedesaan ini sudah 
menjadi kebiasaan, mereka merasa sungkan atau bahkan merasa berlebihan 
seandainya suatu perjanjian itu harus dituangkan dalam bentuk tertulis, sedangkan 
mengenai wanprestasi atau salah satu dari mereka, misal  ingkar janji, maka 






baik-baik, sedangkan jika memang sudah tidak bisa ditempuh dengan jalan baik –
baik atau musyawarah  diantaranya, kebanyakan dari mereka menerima nya 
dengan ikhlas dan lapang dada, karena mereka masih berpegang pada adat 
masing-masing daerah yang malu membawa masalah sampai pada urusan 
kepolisian. Menurut penulis, perjanjian yang dilakukan secara lisan ini sangatlah 
rawan akan resiko yang akan  diambilnya kelak. Jadi sedini mungkin diberikan 
masukan-masukan agar setiap melakukan perjanjian dibuat secara tertulis, dengan 
disertai dengan kehadiran saksi-saksi. Dengan demikian dapat diambil suatu 
kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa 
Kalikondang Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak sehingga tidak 
melaksankan bagi hasil pertanian menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 
yaitu18: 
a. Masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan bagi hasil 
pertanian yang diatur dalam Undang-undang tersebut karena tidak 
adanya sosialisasi dari perangkat desa maupun dinas yang terkait 
b. Kurangnya wawasan dari masyarakat karena rendahnya tingkat 
pendidikan 
c. Adanya kebiasaan buruk dari masyarakat yang menyepelean setiap 
peraturan yang berhubungan dengan pertanian 
 
                                                 






d. Masih kuatnya sistem kekeluargaan di Desa Kalikondang 
Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak, sehingga 
menyesampingkan bentuk perjanjian tertulis dan hanya 





























1. Pelaksanaan bagi hasil Pertanian di Desa Kalikondang Kecamatan Demak 
Kota Kabupaten Demak Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 
1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, dilaksanakan dengan  cara lisan atau 
musyawarah mufakat antara para pihak, atau yang disebut dengan sistem 
saling percaya satu dengan yang lainnya. Aparat desa mempercayakan 
sepenuhnya penggarapan tanah bengkok tersebut pada petani penggarap. 
Petani penggarappun melaksanakannya dengan kesungguhan hati karena 
adanya rasa saling percaya yang murni diantaranya. Dalam kurun waktu 1 
(satu) tahun pelaksanaan bagi hasil pertanian dibagi menjadi 3 (tiga) masa 
tanam yaitu: 
a. Masa tanam I  : Terjadi pada bulan Desember sampai dengan 
April, dengan sistem pembagian I:I yang pertimbangannya adalah dengan 
adanya curah hujan yang cukup, sehingga memungkinkan para petani desa 









b. Masa Tanam II : Terjadi pada bulan April sampai dengan Juli, 
dengan sistem pembagian I:II, dimana aparat desa mendapatkan bagian 
yang lebih banyak karena curah hujan yang kurang, sedangkan untuk  
mendapatkan hasil panen yang maksimal harus mempunyai cukup air 
untuk pengairannya. Disini aparat desa menggunakan sistem pompanisasi 
yang membutuhkan biaya cukup banyak 
c. Masa Tanam III : Terjadi pada bulan  Agustus sampai dengan 
November. Pada masa tanam ketiga ini hasil kesemuanya diperuntukkan 
bagi para petani desa yang penggarapnya 
 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Kalikondang 
Kecamatan Demak Kota Kabupaten Demak sehingga tidak melaksankan 
bagi hasil pertanian menurut Undang-Undang Nomer 2 tahun 1960 yaitu: 
a. Masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan bagi hasil 
pertanian yang diatur dalam Undang-undang tersebut karena tidak 
adanya sosialisasi dari perangkat desa maupun dinas yang terkait 
b. Kurangnya wawasan dari masyarakat karena rendahnya tingkat 
pendidikan 
c. Adanya kebiasaan buruk dari masyarakat yang menyepelean setiap 
peraturan yang berhubungan dengan pertanian 
d. Masih kuatnya sistem kekeluargaan di Desa Kalikondang 






menyesampingkan bentuk perjanjian tertulis dan hanya 
berdasarkan pada kepercayaan  
 
SARAN 
Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebaiknya perangkat 
Desa Kalikondang bekerjasama dengan pihak Kecamatan dan Dinas Pertanian dan 
Kelautan  Jawa Tengah untuk mengadakan penyuluhan, terutama mengenai 
peraturan tentang pertanian, khususnya pemahaman terhadap Undang-Undang 
Nomer 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil Pertanian dan Peraturan Pelaksanaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
